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ABSTRAK 

MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

Oleh 

JAUHARVAN NAVIZI 

NIM : 02070617587 

 

Penelitian ini dilahkukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru di Jalan Teratai No. 81. Penelitian ini dilahkukan dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode pengamatan dan penelitian 

menggunakan metode wawancara dan analisis data. Dari hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa, pajak restoran merupakan aset pajak daerah yang 

berperan penting sebagai pemasukan dan penerimaan daerah kota pekanbaru. Di 

dalam pelaksanaan pajak restoran sebagai penerimaan pajak daerah ada 

beberapa tahapan yang dilalui yaitu pendaftaraan objek pajak, Pemungutan 

pajak, penerimaan pajak, pembayaran pajak dan penyetoran pajak restorannya. 

Banyak upaya Bapenda Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak 

restoran yaitu menggunakan upaya ekstern dan intern. Tujuan penelitian yaitu 

untuk menganalisasi bagaimana proses penerimaan pajak restoran di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.. 

Kata Kunci : Penerimaan pajak restoran, peningkatan, mekanisme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Negara indonesia merupakan negara yang ketaatan tinggi dengan hukum 

yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk 

Pancasila dan undang – undang dasar negara Republik indonesia tahun 1945. 

Indonesia memiliki banyak pulau dan provinsi. Dan tiap provinsi memiliki banyak 

kota dan setiap kota memiliki daerah tersendiri. Tiap tiap daerah memiliki 

pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola daerah yang dipimpinnya. 

Pemimpin tersebut mengajak masyarakat untuk berguna bagi bangsa dan negara 

dengan cara mendukung potensi ekonomi negara salah satunya pajak. 

Pajak adalah penghasilan tertinggi bagi sumber penerimaan negara dan 

unsur paling penting sebagai pemasukan dana bagi anggaran negara indonesia. 

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan kepada pemerintah dan 

bertujuan untuk pembangunan dan perkembangan suatu negara. Pembangunan ini 

juga berfungsi sebagai mewujudkan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, pemerintah daerah di beri wewenang untuk mengelola daerah 

tersebut bisa dari mengelola keuangan daerah dan ekonomi daerah juga. Salah 

satu nya yang disorot sebagai penghasilan tambah bagi daerah yaitu pajak daerah, 

berfungsi sebagai pembangunan suatu daerah dan memakmurkan suatu daerah 

tersebut. 
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 Menurut mardiasmo (201:12) pajak daerah merupakan kontribusi orang 

pribadi atau badan yang secara tidak langsung bersifat memaksa dan tidak 

mendapatkan imbalan, guna untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan 

warga di daerah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah 

di bidang perpajakan dan diyakini sebagai pemasukan daerah untuk menambah 

kas daerah juga. Dan dapat diyakini pajak daerah merupakan kontribusi 

masyarakat secara penuh guna meningkatkan pembiayaan negara dan 

pembangunan operasional negara. 

 Kota pekanbaru ini dikenal sebagai kota seribu pajak. Maka daripada itu 

bisa dilihat dari perkembangan sektor pajak daerah sebagai pemasukan utama kota 

pekanbaru demi kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan. Pendapatan asli 

daerah kota pekanbaru adalah hak pemerintah sebagai penyumbang nilai kekayaan 

bersih yang diperoleh pajak daerah. Seperti APBN dan APBD sebagai 

penyumbang terbesar bagi pajak, yang merupakan kontribusi daerah itu sendiri. 

Masyarakat sekaligus pendukung pemasukan daerah, harusnya lebih mendukung 

adanya kontribusi ini dan bisa menerapkan sebagaimana bentuk rasa partisipasi 

bagi daerah kota pekanbaru ini.  

Pajak daerah ada banyak macamnya. Pada undang – undang Nomor 28 

Tahun 2009 ada beberapa pajak yang dipungut di dalam daerah yaitu : 

1. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

2. Pajak Hiburan 

3. Pajak Burung walet 
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4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Penerangan jalan umum 

6. Pajak Reklame 

7. Pajak Mineral bukan batuan dan logam 

8. Pajak Parkir 

9. Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

10. Pajak Hotel 

Di kota pekanbaru merupakan kota bertuah yang pemungutan pajaknya 

daerahnya ada di berbagai macam bidang, namun yang disorot sebagai objek 

pajak daerah sebagai objek terbesar salah satunya pajak restoran. Pajak restoran 

merupakan suatu aset penghasilan daerah di negara indonesia, dikarenakan saat ini 

restoran diindonesia dan tiap beberapa daerahnya sudah banyak berdiri. Pajak 

restoran itu sendiri dipungut berdasarkan pembelian makanan oleh pelanggan dan 

berdasarkan pelayanan restoran tersebut. Sehingga banyak yang menyebut struk 

yang diberikan oleh pihak restoran adalah struk ppn namun itu adalah struk untuk 

pajak restorannya. 

Seiring berkembangnya waktu, dan sekarang restoran dan cafe sudah 

banyak mulai buka cabang dan membuka usahanya di kota bertuah kota 

pekanbaru ini. Hal tersebut bisa dijadikan ladang penerimaan pajak daerah kota 

pekanbaru agar kota ini bisa terus berkembang jadi kota yang maju kedepannya. 

 Berkembang pesatnya jumlah restoran di pekanbaru ini, pemerintah daerah 

mulai memperhatikan dan mengawasi restoran yang memiliki omset yang sudah 
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melewati masa pajak. Jika omset suatu restoran melebihi kapasitas dan sudah 

mencapai banyak keuntungan, pemerintah kota pekanbaru segera mengambil 

tindakan untuk mulai memungut pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. 

Karna dari peningkatan penjualan di suatu restoran dapat juga meningkatkan dan 

mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah kota pekanbaru sehingga menjadi 

sebuah potensi kota pekanbaru ini bisa merealisasikan pembangunan agar menjadi 

kota besar dalam kurun waktu yang cukup dekat. Maka daripada itu pemerintah 

daerah kota pekanbaru berusaha semaksimal mungkin untuk memungut pajak 

apalagi pajak restoran untuk dijadikan penerimaan pendapatan daerah kota ini. 

 Pajak restoran merupakan iuaran atau pungutan wajib yang dibayar atas 

pelayanan yang diberikan oleh restoran dengan membayar sesuai dengan 

ketentuan yaitu sebesar 10% dan nilai jual objek pajaknya dijadikan sebagai 

aktivitas dan pemasukan secara beruntun bagi kota pekanbaru, sehingga dari 

penerimaan pajak restoran tersebut, diharapkan bisa merealisasikan terwujudnya 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan data dari KPP pengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

( PAD ) kota pekanbaru, penerimaan dari sektor ini terus mengalami sedikit 

peningkatan sampai 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 
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TABEL 1.1  PENERIMAAN PAJAK RESTORAN 2020-2022 

KOTA PEKANBARU 

 

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 

2020 Rp164.141.248.298 Rp.80.931.621.224 49,31% 

2021 Rp82.700.000.000 Rp90.178.442.532 109,04% 

2022 Rp114.000.000.000 Rp101.200.000.000 88,77% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Rumus dan Persentase : Realisasi  X 100% 

      Target 

 

Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas, seperti yang diketahui penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran mungkin sudah cukup 

untuk membantu pemasukan daerah. Di tahun 2020 terhitung target dan realisasi 

sedikit mengalami penurunan akibat wabah Covid-19. Namun pada dua tahun 

berikutnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak restoran kembali 

mengalami peningkatan, bisa dilihat dari target maupun realisasi. Sehingga roda 

penerimaan pajak daerah kembali terealisasikan. 

 Oleh karena itu tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa proses penerimaan pajak restoran yang ada di kota pekanbaru. 

Bagaimana sistem dan cara pemungutannya, bagaimana juga mekanisme 

penerimaannya sehingga dapat mengetahui aspek perpajakannya dan seberapa 

besar potensinya sebagai penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) kota 

pekanbaru ini. Selain itu, penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh bisnis restoran bagi kalangan masyarakat dan juga pemerintah, apakah 
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memberikan dampak positif atau negatif. Penulisan ini menggunakan sumber dan 

teknik mencangkup dari hasil data yang telah ada selama ini dan kemudian di teliti 

kembali untuk merangkup semua kajian data yang ada sampai sekarang agar dapat 

mengetahui peningkatan yang terjadi hingga samai saat ini. Maka, berdasarkan 

masalah tersebut penulis mengambil judul 

“ MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BAPENDA 

KOTA PEKANBARU “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran sebagai pemasukan 

pendapatan asli daerah ( PAD ) bapenda kota pekanbaru? 

2. Apa saja upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran 

kota pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui mekanisme penerimaan pajak restoran sebagai 

pemasukan Pendapatan Asli Daerah kota pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak 

restoran kota pekanbaru? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti berikut : 

1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk bahan dan pertimbangan 

instansi dalam rangka meningkatan penerimaan PAD kota pekanbaru. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian digunakan sebagai arsip kampus sebagai bahan penelitian 

dan referensi berikutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Di dalam melahkukan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan guna 

menambah ilmu dalam bidang perpajakan dan juga menjadi sesuatu yang 

dapat lebih berkembang lagi kedepannya. Serta sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial dan mendapatkan gelar Ahli Madya Pajak. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1. Lokasi penelitian dan Waktu penelitian  

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilahkukan di  Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) kota pekanbaru yang berlokasi di jalan Teratai No. 81 
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Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Waktu penelitian ini dimulai pada bulan 

Februari sampai dengan Bulan Juni 2023. 

1.5.2. Jenis data 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai 

kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara ( diperoleh dari pihak lain atau ketiga ), data sekunder 

umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya 

1.5.3 Metode pengumpulan data 

1. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati 

dan meneliti objek yang diteliti 

2. Interview ( wawancara ) yaitu penulis melahkukan wawancara secara 

langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala bidang pendapatan 

daerah kota pekanbaru, dan staff yang berhubungan dengan pajak restoran. 

 

1.5.4 Analisis data 

 Sebagaimana penulis melahkukan analisis terhadap data yang diperoleh 

dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan 

menggunakan teori yang mendukung, selanjutntya akan disusun dalam bentuk 

sistematika tugas akhir. 
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1.5.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan 

tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 

sehingga mencapai tujuan sasarannya. Adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA PEKANBARU 

 Bab ini merupakan gambaran umum sejarah kantor dinas badan 

pendapatan daerah kota pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta 

struktur organisasi. 

BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini merupakan pembahasan lebih rinci tentang mekanisme penerimaan 

pendapatan daerah. 

BAB 4 : PENUTUP 

 Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

mengenai hal – hal yang telah ditemukan dari beberapa saran yang menjadi bahan 

masukan dalam mekanisme penerimaan pajak restoran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 Sebelum adanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bapenda 

yang kita ketahui selama ini merupakan Sub direktorat keungan daerah kota 

madya daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam 

Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September tahun 1975 tentang 

pembentukan Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

dengan Perda Nomor 5 tahun 1979, Susunan Organisasi pada saat itu adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat 

II Pekanbaru, dengan susunan sebagai berikut : 
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a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain – lain 

g. Seksi Perencanaan, pengawasan, dan pengembangan 

Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota 

Madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 

tanggal 27 desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan 

organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran Dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Seksi Unit Penyuluhan 
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Sehubung dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru 

bertindak sesuai dengan PERDA ( Peraturan Daerah ) nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya di ubah dengan PERDA ( Peraturan Daerah ) Nomor 4 Tahun 2001 

Tentang pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di lingkungan 

Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dengan susunan 

organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas. 

b. Wakil Kepala Dinas. 

c. Bagian Tata Usaha. 

d. Sub Bidang Program. 

e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan. 

f. Sub Bidang Penagihan. 

g. Sub Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain. 

h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan. 

i. Kelompok Fungsional. 
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2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

VISI BAPENDA ( Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ) 

Untuk terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib 

administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran dan 

masyarakat. 

MISI BAPENDA ( Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ) 

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang 

ditetapkan oleh APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab 

Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola Penerima Lainnya. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melahkukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

c. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber – sumber pendapatan baru 

dalam usaha peningkatan pendapatan. 

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di 

bidang pendapatan 

e. Melahkukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber 

Pendapatan Daerah. 
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2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

     GAMBAR 1.1 
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2.4. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 Adapun uraian tugas – tugas di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan bertugas sebagai mengatur lancarnya suatu instansi dengan cara 

memimpin dan melaksanakan tugas pokok sebagai atasan dan juga mengatur 

bawahan untuk kinerja di instansi tersebut. Kepala Badan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah dan 

tugas pembantu lainnya. Adapun fungsi Kepala Badan sebagai berikut : 

a. Sebagai perumusan kebijakan Provinsi Riau di Bidang Pendapatan 

Daerah. 

b. Sebagai penyusun dan pelaksanaan rencana kerja di program 

pembangunan di bidang pendapatan daerah. 

c. Sebagai penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ( RAPBD ). 

d. Sebagai pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan 

penyelanggaraan pembangunan. 

e. Sebagai penetapan target Pendapatan Daerah. 

f. Sebagai Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 



 

16 
 

g. Sebagai penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, 

pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang Pendapatan Daerah. 

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai beberapa tugas pokok dalam mengatur lancarnya suatu 

instansi. Sekretariat bertugas memimpin dan mengendalikan tugas – tugas di 

bidang pelayanan, pengelolaan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, 

perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, 

perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai 

tugas melaksanakan kajian terhadap bahan yang diajukan terhadap bawahan 

sebagai penetapan oleh pimpinan maupun bahan perintah yang diberikan atasan 

untuk sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Dalam 

melaksanakan tugas sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Umum, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub bagian 

Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan 

rencana kegiatan tata usaha, kepegawaian, pengelolaan sarana dan 

prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas 

serta kehumasan. 

b. Sub Bagian Keuangan, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub Bagian 

Keuangan mempunyai beberapa tugas yaitu, mengumpulkan bukti 

transaksi keuangan perusahaan, membuat jurnal keuangan dan 

melahkukan kegiatan administrasi keuangan. 
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c. Sub Bagian Program, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub Bagian 

Program mempunyai tugas menyiapkan data, mengumpulkan dan 

menyusun data yang masuk atau keluar dan memahami tentang 

penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan. 

3. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan PAD 

Bidan Perencanaan Dan Pengembangan PAD merupakan bidang yang 

mempunyai fungsi dan tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan Sub 

Hukum dan kerjasama serta menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan 

pendapatan dan program serta pengembangan dan kerja sama pendapatan. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Dan Pengembangan 

Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan 

dan pengembangan pendapatan. 

b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan. 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan 

Pengembangan pendapatan. 

d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

Rincian Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD : 

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan. 
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b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan. 

c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang 

perencanaan dan pengembangan pendapatan. 

d. Menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, 

perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan serta regulasi 

dan kerja sama. 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang 

perencanaan dan pengembangan pendapatan. 

f. Menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

g. Menyelengarakan penyusunan program APBD Badan. 

h. Menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

i. Menyelenggarakan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya 

j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan 

penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta 

pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat. 

k. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi 

daerah yang berbasis teknologi informasi. 

 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan : 
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1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Program. 

2. Subbidang Pengembangan dan kerja sama Pendapatan. 

4. Bidang Pajak Daerah I 

 Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sekalian tugas Kepala 

Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak 

Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan 

fungsi :  

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan 

pajak terutang (SPPT) PBB serta menyampaikan surat pemberitahuan 

pajak daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data 

objek dan subjek pajak serta penelitian lapangan. 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak 

PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan 

surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaraan 

dan pendataan. 

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaraan PBB dan PPJ. 

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2. 
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g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 

h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis 

penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 

i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian sertta 

menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan 

dengan penetapan. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pajak Daerah I membawahi : 

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaraan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 

2. Sub Bidang Pengelohan Data, Peneliaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 

3. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ. 

5. Bidang Pajak Daerah II 

 Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi : Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan. 

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 

Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung 

Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Reklame dan 

Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek 

pajak serta verifikasi lapangan. 

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolan daftar induk 

wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan pendataan dan pendaftaraan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral bukan 

logam dan batuan. 

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah 

angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas 

pembetulan. Atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajakl Air Tanah, 

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan. 
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h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian 

informasi pajak daerah. 

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan 

pendistribusian serta penyimpanan arsi surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan penetapan pajak daerah. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang pajak daerah II, membawahi : 

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral bukan logam dan batuan. 

2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet. 

3. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah 

6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

 Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu 

sebagaian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian 

Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan 

pengurangan Pajak Daerah. 
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c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Penyusan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai 

penetapan dan penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan 

pengurangan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanan pengawasan, pemeriksaan, 

penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan berkala terhadap 

lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaraan penerimaan 

daerah. 

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala 

hasil pengendalian pajak daerah. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, Membawahi : 

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. 

2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan. 

3. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan. 

7. Unit Pelaksan aan Teknis 
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 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni : 

a. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar. 

b. UPT Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota sesuai dengan keterangan peraturan perundang – undangan dan telah 

dikonstultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil 

pemerintah pusat. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-

undangan. 

b. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah 

tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahliannya. 

c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 



 

25 
 

e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang telah dibahas dan dianalisa , penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Mekanisme penerimaan pajak yang ada di bapenda kota pekanbaru, melalui 

beberapa tahapan, yaitu : 

a) Perekaman penjualan, Sistem ini mencatat setiap transaksi penjualan yang 

terjadi di restoran, termasuk jumlah dan jenis produk atau layanan yang 

dibeli oleh pelanggan. 

b) Pemungutan Pajak, Sistem ini menghitung jumlah pajak yang harus 

dikenakan pada setiap transaksi penjualan berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

c) Pelaporan Pajak, Sistem ini menghasilkan laporan pajak secara periodik, 

seperti laporan bulanan atau laporan tahunan, yang mencangkup jumlah 

total penjualan, jumlah pajak yang terkumpul, dan informasi pajak lainnya 

yang dibutuhkan oleh otoritas pajak. 

d) Integrasi dengan sistem keuangan, Sistem penerimaan pajak restoran dapat 

dintegrasi dengan sistem keuangan lainnya, seperti sistem akutansi atau 
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sistem manajemen inventaris, untuk memudahkan pelacakan dan 

pencatatan yang akurat mengenai transaksi dan pajak. 

2. Upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak pekanbaru yaitu : 

a) Upaya Eksternal, Bapenda Pekanbaru melahkukan pendaftaran objek 

pajak secara massal. Bapenda mencari objek pajak yang sudah masuk 

kriteria sebagai objek pajak aktif dan mendaftarkannya secara jabatan. 

b) Upaya Internal, Bapenda lebih meningkatkan dalam pembayaran pajak 

restoran. Bapenda meningkatkan pembayaran kepada objek pajak restoran 

yang mengalami peningkatan penjualan dengan cara melahkukan 

pemeriksaan. 

 

4.2 Saran 

 Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik restoran yang telah memenuhi batas 

omset agar membayar pajak restorannya dengan tepat waktu dan tidak telat 

melahkukan pembayaran sehingga pemilik restoran tidak dikenakan denda. 

2. Meningkatkan kesadaran pemilik restoran untuk mendaftarkan restorannya 

sebagai wajib pajak aktif, karena yang membayar pajak restoran adalah pelanggan 

atau customer dan yang menyetorkan pajak restorannya yaitu pemilik restoran itu 

sendiri. 
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Lampiran 

Pertanyaan wawancara penelitian 

1. Bagaimana cara mendaftarkan objek pajak restoran? 

2. Apakah penerimaan pajak restoran dan pemungutan pajak restoran sama? 

3. Dimana melahkukan penyetoran pajak restoran selain di Bapenda? 

4. Bagaimana realisasi pajak restoran? Apakah setiap tahunnya mencapai 

target? 

5. Apa kendala yang dihadapi pihak Bapenda ketika melahkukan 

pemungutan pajak restoran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


